
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

REPUBLIK INDONESIA,

laksanakan ketentuan dalam Pasal 24,
Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 40, dan

n Pemerintah Nomor 34 Tahun
2006 tentang Jalan, perlumenetapkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Teknis
Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

omor 22Tahun 2009 tentang Lalu
lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun2009 Nomor 96 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

omor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
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Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang beradapada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaantanah dan/atau air, serta

atas permukaan air, kecuali jalan keretaapi, jalan lori, dan jalan

Jalan Umum yang selanjutnya disebutjalan adalah jalan yang

teknis yang harus dipenuhi
jalan agar jalan dapatberfungsi secara optimal

memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan dalam melayani lalu

alan adalah ketentuan teknis jalan yang
harus dipenuhi dalam suatu perencanaan teknis jalan.
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Lingkup pengaturan dalam PeraturanMenteri ini meliputi
Perencanaan Teknis Jalan

nasional, jalan provinsi, jalan

Lingkup Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

dan fasilitas berputar balik;

enggunaan jalan sesuai dengan fungsinya; dan

alan sebagaimana dimaksud
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) sebagaimana dimaksud dalam
kecepatan kendaraan yang

mempertimbangkan:

ata Tahunan (LHRT);

) jalan, terdiri atas:

paling rendah dan batas paling
Perencanaan Teknis Jalan dan ketentuan

tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian
enteri ini.
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat

alan diatur sesuai Tabel
tercantum dalam Lampiran
dari Peraturan Menteri ini.

kecil untuk kendaraanbermotor roda dua paling

untuk Jalan bebashambatan dan jalan raya
membujur garis tepi jalan (garis

membujur pembagi lajur (garis
membujur garis menerus atau ke

putus.

alan sedang dan jalan kecil diukur dari
membujur.
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